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ABSTRACT 
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 

IN ORDER TO INCREASE A POWERED ECONOMY IN 
NUNUCAN DISTRICT 

AKMAL 
akmalokmi@gmaiLcom 

Graduate program 
Universitas Terbuka 

The vision of nunukan district in 2011 - 2016 is "the realization of advanced, safe, 
peaceful, moral, democratic, independent and prosperous masratakat nunukan as 
the front porch of NKRI. To realize the vision will be conducted research on the 
extent of local revenue sources and the effectiveness of financial management in 
Nunukan District, the authors will identifY the sources of Regional Income and 
analyze the effectiveness of management of local revenue sources in Nunukan 
district. IdentifY local revenue sources to analyze local revenue problems in the 
district. 

Keywords: Finance, Local Income and Effectiveness. 
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ABSTRAK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG 

BERDAYASAlNGDIKABUPATENNUNUKAN 

AKMAL 

akmalokmi@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Visi kabupaten nunukan tahun 2011 - 2016 adalah "terwujudnya 

masratakat nunukan yang maju, amau, damai, bermoral, demokratis, mandiri 

sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI. Untuk mewujudkan 

visi tersebut akan dilakukan penelitian tentang sejauh mana sumber pendapatan 

daerah. dan efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Nunukau, maka 

penulis akan mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan 

menganalisis efektivitas pengelolaan sumber pendapatan daerah di kabupaten 

Nunukan. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk 

menganalisis permasalahan pendapatan"daerah di kabupaten. 

Kata Kunci: Keuangan, Pendapatan Daerah dan Efektivitas. 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Organisasi Tata Laksana 

Objek penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pendapatan dan 

pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

daerah (BP2RD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

Badan Pengelola Keuangan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan 

merupakan salah satu Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda 

pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kabupaten Nunukan. 

BPKAD sebagai salah satu PD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya 

memiliki peran penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan 

keuangan daerah yaitu sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Nunukan, BPKAD tidak hanya berperan sebagai PD tetapi 

juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktifitas/kegiatan yang dilakukan 

harus selaras tidak hanya sesuai dengan Visi dam Misi BPKAD tetapi juga harus 

selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak capai oleh 

BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten 
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Nunukan, diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan 

disamping langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pengendalian dan 

pengawasan. 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kab. Nunukan 

apabila dilihat dari pembentukannya masih tergolong baru, yang mana Dinas ini 

terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun Susunan 

organisasi BP2RD terdiri dari: 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

1) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

mengkoordinasikan penyusunan rencana ke!ja dan kegiatan bidang-bidang 

serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh 

satuan/unit ke!ja di lingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Bidang Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi 

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan 

melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

43241.pdf



43 

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan 

melaksanakan pengelolaan urusan pendaftaran, pendataan dan penetapan 

wajib pajak atas pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

4) Bidang Bidang Penagihan dan Pelaporan 

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional 

serta melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan urusan dibidang 

penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

a. Sumber Daya 

1) Kondisi Umum Aparatur 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan per 

memiliki aparatur sebanyak 37 orang per 30 Nopember 2016 dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel4.1 

Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Nunukan 

Bulan Nopember Tahun 2016 

No Aparatur JUMLAH % 

1 PNS 37 51 

2 Kontrak!Honorer 35 49 

3 Jumlah 72 100 
Sumber : (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 2017) 

Jumlah aparatur di atas, tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 35 

orang tersebut pada kondisi hingga saat ini mengisi beberapa bidang dan 

seksi atau sub bagian yang kekurangan sumber daya manusia, sebanyak 24 

orang berada di Kabupaten Nunukan, sisanya 11 orang mengisi kantor UPT 

Badan di Jakarta. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah aparatur 

pria di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 29 orang 

(atau sekitar 78%), sedangkan jumlah aparatur wanita sebanyak 8 orang 

(atau sekitar 25%). Sedangkan jumlah aparatur berdasarkan jabatan 

diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel4.2 

Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Nunukan yang menduduki Jabatan dan StafFungsional 

u opem er a un 8 IanN b T h 2016 

No Jabatan/Staf Jumlah 

1 Eselon II -
2 Eselon III 4orang 

3 EseloniV 12 orang 

4 KepalaUPT 1 orang 

5 Staf Fungsional 20 orang 

Jumlah 37 orang . . 
Sumber: Badan Pengelola Pajak diui Retnbust Daerah Tahun 2017 
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2) Kondisi Sarana dan Prasarana 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan 

menempati salah satu ruangan di lantai 2 Kantor Bupati Nunukan jalan sei 

jepun sedadap Kabupaten Nunukan, dimana keadaan ruangan tidak 

seimbang dengan jumlah aparatur yang ada saat ini. Dalam rangka 

mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 3 bidang dan 

Sekretariat, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja (lihat pada 

lampiran nomor I) 

3) Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah adalah persentase pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah(PAD) yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Nunukan 

2016-2017, merupakan indikator baru sejalan dengan pembentukan 

Perangkat Daerah baru tahun 2016. Jadi saat ini realisasinya belum dapat 

diuraikan. Namun indikator kinerja yang telah dicapai sejak Dinas 

Pendapatan terbentuk tahun 2015 adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL4J 

PENCAPAIAN KINERJA PELA YANAN BAD AN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB.NUNUKAN 
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Maksud dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui berhasil 

tidaknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai 

tujuannya. Dari table diatas terlihat bahwa sejak tahun 2012 indikator ini 

mengalarni peningkatan. Pencapaian ini didapat dengan menerapkan metode 

')emput bola" yakni mendatangi langsung wajib pajak daerah untuk ditarik 

pajaknya. Kendati dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan 

antaralain: 

1. Keadaan perekonomian secara global yang bersumber dari 

ketidaksiapan ekonomi daerah yang memepengaruhi daya beli 

masyarakat sehingga berdampak pada penurunan penghasilan 

dunia usaha. 

2. Masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap 

kewajibannya 

3. Sebagian wajib pajak tidak man mengikuti aturan ketentuan 

be saran I nilai paj ak yang sesuai peraturan daerah 

4. Wajib pajak menerima usahanya tanpa melapor. 

Dan berikut anggaran realisasi pendanaannya 
Tabel4.4 

ANGGARANDANREALISASIPENDANAANPELAYANANBADANPENGELOLAPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH 
KARNUNUKAN 

IBEILAN.JATIDAKLANGSUNG 7,182,038,825.20 3,816,448,636.00 53.14% n'a n'a n'a 

6,201,517,326 4,985,873,293 80.400/o n'a n'a n'a 

dan 2017 
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Berdasarkan tabe1 tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi 

penggunaan anggaran pada Badan Penge1o1a Pajak Daerah per 31 Desember 

2016 adalah sebesar Rp. 4.000. 143.057,00; atau 68,79%. Untuk be1anja 

1angsung atau yang terkait dengan pe1aksanaan program dan kegiatan 

sebagaimana yang terlihat pada tabe1 dia1okasikan sebesar Rp. 

5.815.324.100; atau 100%. 

Be1anja Tidak 1angsung yaitu be1anja yang secara tidak 1angsung 

terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi, sedangkan Be1anja 

Langsung yaitu be1anja yang terkait langsung dengan produktivitas dengan 

tujuanorganisasi. 

b. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan 

bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah 

sebagai berikut: 

1) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

mengoordinasikan penyusunan rencana kelja dan kegiatan bidang-bidang 

serta memberikan pe1ayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada 

se1uruh satuan/unit kelja di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Bidang Bidang Anggaran 

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

menyusun perencanaan operasiona1 dan me1aksanakan urusan penge1ola 
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keuangan dan aset daerah di bidang anggaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta 

me!aksanakan program dan kegiatan pengelola perbendaharaan dan kas 

daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

4) Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan 

operasional serta melaksanakan pengelola system akuntansi dan pelaporan 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

5) Bidang Aset 

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta 

melaksanakan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku 

b. Sumber Daya 

1) Kondisi Umum Aparatur 

Badan Penge!ola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan per 

memiliki aparatur sebanyak 37 orang per 30 Nopember 2016 dengan rincian 

sebagai berikut: 
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1. Kepegawaian 

Surnber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan mempunyai pegawai 

sebanyak 86 Orang termasuk Tenaga Harlan Lepas (THL) yang difungsikan 

dalam rangka memenuhi pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pegawai 

Negeri, yang dibagi menjadi: 

a. Menurut Tingkat Pendidikan : 

Tabel4.5 
Tingkat pendidikan pegawai 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat 

Pendidikan 

Sarjana (82) 5 Orang 

Sarjana (81) 12 Orang 

AkademiD4 1 Orang 

.. 
Akademi/D3/D2 H •Qrang. 

SLTA/Sejerajat · 24 Orang 

SD .'·L·.·· ;()rang . 
. . 
.. . 

JUMLAH 54 0RANG 
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Tabel4.6 

Tingkat Pendidikan tenaga honorer 

Jumlah Tenaga .Honorer Menurut Tingkat 
' ··-·- . ,,- ~ 

Pendidiklin· .. 
', ._ .. 

" 
·< ;: _ _-· 

Sarjana 16 Orang 

Akademi/D3/D2 1 Orang 

SL T A/Sej erajat · 15 Orang 

SLTP 0 

JUMLAH 320RANG 

b. Menurut Pendidikan Perjenjangan : 

Tabel4.7 

Pendidikan dan Penjenjangan Pegawai 

200rang 
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c. Menurut Golongan : 

Tebel4.8 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan 

;;,,i,,i:~~.· .~:;;:_;,,~~{:t&:~~~.~~:t:~f~~~~ :a;:!~~~~t.~~~:z;:.: -.... :."·. ~· :: 
Golongan IV/c 

1 Orang 

Golongan IV/b 1 Orang 

Golongail. IV/a 
20rang 

Golongan lllld 
4 Orang 

Golongan 111/c 
90rang 

Golongan IIIIb 2 Orang 

Golongan IIIIa · 60ratig . 

Golongan Illd 
6 Orang 

Golo,ngll~ II/c · . . . . 

1,0 Orang 

Golongan IIIb 10 Orang 

Golongan Ilia · 1 oi:ang . ' .. 

Golongan 1/a 1 Orang 

. s¥ora~g . 
·'·', ___ ,. 

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat 

bobot pekeJ.jaan yang demikian besar baik secara teknis maupun 

tanggungjawab, maka kebutuhan pegawai tersebut masih dirasakan 

kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekeJ.jaan yang tercantum 

dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai. Dengan 

kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian terhadap 

pekeJ.jaan baik dari segi Belanja Daerah, maupun Pengeluaran daerah, 
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serta pelaksanaan pengelolaan Aset Daerah yang sangat rumit, 

menjadi hambatan menuju tercapainya pengelolaan keuangan daerah 

yang lebih baik. 

2. Perlengkapan 

Untuk menunjang operas1 kelja pegawai BPKAD 

Kabupaten Nunukan merniliki sarana dan prasarana yang memadai 

lewat APBD Kabupaten Nunukan. Namun bangunan kantor masih 

bergabung dengan Setkab Gedung kantor Bupati Nunukan bertempat 

dilantai II di jalan Sei. Jepun Sedadap Nunukan. Gambaran tentang 

sarana dan prasarana BPKAD. 

3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Capaian kinelja pelayanan perangkat BPKAD berdasarkan 

pelaksanaan RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan tahun 2011-

2016, mempunyai 5 sasaran yang tediri dari 2 sasaran utama indikator 

kinelja utama dan 3 sasaran pendukung yang tercantum dalam 8 

program 57 kegiatan, namun pada tahun 2015 ada perubahan 

nomenklatur dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset 

Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

sebingga ada pernisahan fungsi penyelenggaraan yang dilaksanakan 

oleh Dinas pendapatan dan DPKAD Kabupaten Nunukan. 

43241.pdf



53 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Pendapatan daerah Kabopaten Nonokan. 

Salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian 

pembangunan daerah adalah dukungan keuangan daerah dari sektor penerimaan 

atau pendapatan daerah. 

a. Somber-somber pendapatan daerah di Kabopaten Nonokan. 

Wawancara dengan Informan I mengatakan bahwa : 

"Sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi 3 (tiga) 
kategori yaitu : 
I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2. Pendapatan Transfer 
3. Lain-lain pendapatan yang sah 
Pendapatan AS!i Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah, sementara yang termasuk dana 
transfer atau sering disebut juga dengan dana perimbangan terdiri dari 
dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber 
daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), 
dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pl.\iak Provinsi, sedangkan 
yang termasuklain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan hibah, 
pendapatan dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah 
daerah lainnya. 
Dari ke 3 (tiga) sumber pendapata tersebut antara Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer atau dana perimbangan dan lain
lain pendapatan yang sah, yang paling banyak berkontribusi terhadap 
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Nunukan adalah dana 
transfer atau dana bagi hasil yang bersumber dari pusat " 

Wawancara dengan Informan 2 kepala bidang Ala.lntasi Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2012-2016, beliau mengatakan: 

"Sumber Pendapatan daerah terdiri dari : 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: 

a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil Pengeiolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari : 
a Dana Bagi hasil pajak; 
b. Dana bagihasii Sumber daya alam; 
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c. Dana Alokasi Urnum (DAU); 
d. Dana Alokasi Khusus (DAK); 
e. Dana Penyesuaian; 
f. Pendapatan bagi hasil Pajak Provinsi; 

3. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : 
a. Pendapatan Hibah; 
b. Pendapatan lainnya 

Dan yang paling banyak berkontribusi terhadap keseluruhan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dana perirnbangan 
atau biasa disebut dengan dana transfer, lebih dari 50% bahkan 
rnungkin rnendekati angka 80% sarnpai 90% APBD kabupaten 
Nunukan di dapatkan dari dana transfer, jadi bisa dikatakan bahwa 
tingkat kernadirian kita (kabupaten N unukan) j ika dilihat dari sisi 
otonorni daerah rnasih tergolong rendah karena rnasih sangat 
tergantung dengan pusat dalah hal pendapatan atau pendanaan" 

Wawancara dengan Inforrnan 3 Kasi akuntasi, beliau rnengatakan : 

"Sumber Pendapatan daerah dibagi rnenjadi 3 (tiga) kelornpok yang 
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan 
Lain-lain pendapatan yang sah. 
Yang tergolong pendapatan Asli daerah adalah Pajak daerah, Retribusi 
daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan 
Lain-lain PAD yang sah. 
Kalau yang terrnasuk Pendapatan Transfer yaitu Dana Bagi hasil 
pajak, Dana bagihasil Sumber daya alarn, Dana Alokasi Urnurn 
(DAU), Dana Alokasi K.husus (DAK), Dana Penyesuaian, Pendapatan 
bagi hasil Pajak Provinsi. ltu sernua terrnasuk kategori pendapatan 
transfer. 
Kalau yang terrnasuk pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari 
Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya" 

Hal yang sarna dikernumukan oleh Inforrnan 4 yang rnengatakan bahwa : 

"Surnber-sumber pendapatan daerah di kabupaten Nunuan terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil atau dana 
perirnbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, narnun dari ke tiga 
surnber tersebut yang paling banyak berkontribusi terhadap APBD 
kabupaten Nunukan adalah dana perirnbangan dari pusat" 

Wawancara dengan inforrnan 4, rnengatakan bahwa: 

"Surnber-surnber pendapatan daerah ada 3 yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah dan 
yang paling banyak berkontribusi terhadap APBD kita (Kabupaten 
Nunukan) adalah dana bagi hasil atau dana transfer'' 
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Berdasarkan data yang didapatkan dari informan di peroleh Informasi 

bahwa terdapat 3 (tiga) kategori sumber-sumber pendapatan daerah yaitu 

Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan 

yang sah, narnun kategori pendapatan yang paling banyak berkontribusi 

terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dana 

transfer. 

Hal tersebut sesuai dengan data yang peroleh dari observasi lapangan 

menunjukkan bahwa dana transfer atau dana perimbangan berkontribusi 

signiflkan dari keseluruhan APBD kabupaten Nunukan yang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Somber 

Peodapatao 

daerah) 

Pendapatan 

AsliDaerah 

(PAD) 

Dana 

Transfer 

Lain-lain 

Pendapatan 

yang sah 

Jom1ah 

Tabel4.9 
Realisasi Pendapatan Kabupaten Nunukan 

Tahun 2013 s.d 2016 

Taboo Aoggarao 

2012 2013 2014 

75.985.524.521 95.570.877.449 111.968.757.895 

1.420.415.710.280 1.373.701.908.467 1.474.080.677.070 

63.901.103.400 110.483.828283 43.947.973.100 

1.560.302.338.201 1.579.756.614.199 1.629.997.408.065 

Sumber : Dmas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 

2015 

104.983.991.524 

964.191.434.126 

879.267265 

1.070.054.692.915 
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Data tersebut diatas menunjukkan bahwa dana transfer berkontribusi 

sekitar 80% s.d. 90% sementara PAD berkontribusi lebih kecil dari jumlah 

keseluruhan APBD kabupaten Nunukan tahun 2012 s.d. 2016. 

Grafik4.1 
Grafik Realisasi APBD Kabupaten Nunukan 

Tahun 2012 s.d 2016 

r uoo.ooo.ooo.:BD KAB. NUNUKAN 2012 - 2016 

1.600.000.000.000 

1.400.000.000.000 

1.200.000.000.000 

1.000.000.000.000 

800.000.000.000 

600.000.000.000 

400.000.000.000 

200.000.000.000 

2012 2013 2014 2015' 2016 

• APBD 0 DANA PERIMBANGAN • PAD El Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan. 

Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 

Nunukan menunjukkan rendahnya kemandirian kabupaten nunukan ditinjau 
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dari aspek otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. 

Wawancara dengan lnforman 1 yang berkaitan dengan rendahnya 

Sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten 

Nunukan, mengemukakan bahwa : 

"Sektor Pendapatan Asli Daerah, memang berkontribusi kecil 
terhadap Pendapatan daerah di kabupaten Nunukan disebabkan karena 
masih rendahnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, disamping 
kesadaran masyarakat membayar pajak menjadi faktor penyebab 
rendahnya penerimaan PAD, faktor yang lain adalah faktor geografis 
dimana sebaran wajib pajak yang berada di daerah-daerah dan pulau 
terpencil yang masih menjadi kendala untuk membayar pajak" 

Wawancara dengan informan 2 juga mengemukakan bahwa : 

"Salah satu sebab PAD kita (Kabupaten Nunukan) rendah karena 
rendahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak 
membayar pajak, tapi secara teknis rendahnya proses penegakan 
hukum terhadap perpajakan di kabupaten Nunukan disebabkan oleh 
tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara 
hukum mempunyai legalitas untuk mengambil keputusan terhadap 
pelanggar perpajakan" 

Wawancara dengan informan 3, mengemukakan bahwa: 

"Penyebab Pendapatan Asli Daerah kita (kabupaten Nunukan) rendah 
karena sumber-sumber pajak yang seharusnya menjadi penerimaan 
daerah tidak dikelola secara optimal seperti pajak sarang burung 
wallet, pajak air tanah, pajak parkir dan masih ada pajak lainnya yang 
seharusnya ditarik pajaknya tapi belum ditarik padahal regulasi untuk 
menarik pajak tersebut sudah ada" 

Dari informasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebab pendapatan 

Asli daerah kabupaten Nunukan rendah karena masih rendahnya kesadaran 

masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak, rendahnya kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menganggap tidak 
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mendapatkan manfaat secara langsung apabila melakukan pembayaran 

pajak. 

Selain manfaat langsung yang menjadi sebab kesadaran masyarakat 

membayar pajak, hal lain adalah kurangnya penegakan hukum terhadap 

wajib pajak yang tidak membayar pajak, dengan kurangnya penegakan 

hokum tersebut membuat masyarakat (wajib pajak) menganggap bahwa 

membayar pajak bukanlah kewajiban masyarakat ataukah pajak tersebut 

bukanlah hak pemerintah. 

Sementara defenisi pajak menurut Lukman H (2004:12) 

mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah. 

Rendahnya proses penegakan hukum perpajakan di kabupaten 

Nunukan karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang 

mempunyai kewenangan secara hukum untuk melakukan penyidikan 

terhadap waajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. 

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

pajak, masih terdapat beberapa pajak daerah yang belum berkontribusi 

signifikan terhadap PAD seperti Pajak sarang burung wallet, Pajak Parkir, 

dan pajak air tanah, sementara jenis pajak tersebut sudah di dukung oleh 

aturan (regulasi). 
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Tidak terealisasinya pajak-pajak yang seharusnya berkontribusi 

terhadap PAD disebabkan karena kurangnya sumber daya di Iingkungan 

badan Pengelola Pajak dan retribsi daerah untuk melakukan pemungutan 

pajak. 

Dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data 

bahwa pajak sarang burung wallet hanya berkontribusi 0,01% tahun 2015 

dan 0,02% tahun 2016 terhadap PAD, sementara pajak parkir berkontribusi 

0,00 % terhadap PAD, sementara pajak tersebut sudah dituangkan dalam 

peraturan daerah sejak tahun 2011. 
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Table4.10 KontribusiPajak DaerahTerhadapPAD Tahun 2012 s/d 2016 

Tahun Penerimaan Pajak 

2012 2013 2014 
No Jenis Pajak Realisasi % Realisasi Realisasi %Pajak Realisasi Realisasi %Pajak 

Pajak 
Realisasi PAD Pajak Pajak PAD ~erhadap Pajak PAD terhadap 

terhada PAD PAD 

1 P~akHotel 274,658,000 0.43% 340,134,300 0.41% 437,065,800 0.48% 

2 Pajak Restoran 1,861,235,622 2.89% 3,007,079,55 3.63% 5,095,024,67 5.64% 

3 Pajak Hiburan 78,469,250 0.12% 85,071,000 0.10% 79,413,400 0.09% 

4 Pajak Reklame 127,924,285 0.20% 171,779,422 0.21% 224,748,717 0.25% 

5 pajak 1,736,165,924 2.70% ~,131,341,45 2.57% 2, 728,620,34 3.02% 
Penerangan 5 3 

6 Pajak Parkir - 64,383,003,030 0.00% - 82,923,620,3 0.00% - 90,290,390,1 0.00% 

7 Pajak Air 75 79 
0.00% - 0.00% 

Bawah tanah - 0.00% -
8 Pajak 0.00% 0.00% -

Srang - 0.00% I 020 000 
9 Pajak Minerba 39,850,000 0.06% 1,142,400 0.00% 9,165,888 0.01% 

10. BPHTB 276,367,392 0.43% 9,874,120,22 11.91% 3,980,577,51 4.41% 

11. PBB - 0.00% - 0.00% 1,523,440,31 1.69% 

Jumlah 4,394,670,473 64,383,003,03 6.83% 15,611,688,3 82,923,620,3 18.83% 14,078,056,6 90,290,390,1 15.59% 

(sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retnbus1 Daerah) Tahun 2017 
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Sambungan Table 4.10 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016 

Tahun Penerimaan Pajak %rata-

2015 2016 
rata 

No Jenis Pajak kontribusi 

Realisasi %Pajak Realisasi Realisasi %Pajak pajak 

Pajak 
Realisasi PAD terhadap 

Pajak PAD 
terhadap terhadap 

PAD PAD PAD 

1. Pajak Hotel 571,256,700 0.54% 633,549,600 0.99% 0.57% 

2. Pajak Restoran 7,169,324,1 6.83% 3,491,742,6 5.47% 4.89% 

3. Pajak Hiburan 95,698,300 0.09% 94,412,948 0.15% 0.11% 

4. Pajak Reklame 257,432,937 0.25% 207 '773 ,93 6 0.33% 0.25% 

5. pajak Peneranganjalan 3,268, 736,9 3.11% 3,903,999,2 6.11% 3.50% 

6. Pajak Parkir 2,520,000 
104,980,527,52 

0.00% 63,847,836,285 0.00% 0.00% 
9 -

7. Pajak Air Bawah tanah - 0.00% - 0.00% 0.00% 

8. Pajak Srang burung Walet 6,862,000 0.01% 12,707,500 0.02% 0.01% 

9. Pajak Minerba 712,123,150 0.68% 734,410,749 1.15% 0.38% 

10. BPHTB 5,566,863,2 5.30% 896,245,358 1.40% 4.69% 

11. PBB 1,399,134,619 1.33% 1,369,269,6 2.14% 1.03% 

Jumlah 19,049,952,051 104,980,527,52 18.15% 11,344,111,614 63,847,836,28 17.77% 15.43% 
a <: 

(sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retrzbusz Daerah Kab. Nunukan) Tahun 2017 
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Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis 

penerimaan pajak yang berkontribusi "besar" terhadap PAD dengan rata

rata kontribusi diatas 3% yaitu pajak restoran yang berkontribusi 4,89% 

terhadap PAD, pajak penerangan jalan yang berkontribusi 3,50 % terhadap 

PAD, dan BPHTB yang berkontribusi 4,69% terhadap PAD. 

Kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan dari 

tahun 2015 ke 2016 sebesar lebih dari 50% disebabkan karena penghapusan 

anggaran makan dan minum pegawai pemerintah daerah Kabupaten 

Nunukan dan penghapusan tersebut disebabkan karena kondisi keungan 

pemerintah daerah yang defisit. 

Secara urn urn bersaran kontribusi pajak terhadap PAD disebabkan 

karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kelembagaan. Penguatan 

wewenang sebagai koordinator pengelola pajak melalui perubahan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2016 dengan merubah Dinas Pendapatan menjadi Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mengakibatkan seluruh 

pengelolaan pajak daerah terpusat pada badan pengelola pajak tersebut. 

Pengaruh faktor kelembagaan tersebut dapat dilihat dari penerimaan 

Pajak Minerba dan pajak PJU (PLN dan non PLN) yang sebelumnya 

dikelola oleh dinas pertambangan dan Energi (Distamben) tapi setelah 

perubahan OPD, pajak tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BP2RD) dengan hasil penerimaan pajak yang berbeda, 

kontribusi pajak Minerba dan Pajak PJU tahun 2014 yang dikelola oleh 

distamben sebesar 0,01% terhadap PAD tapi setelah dikelola oleh BP2RD 
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secara penuh tahun 2016 berkontribusi 1,15% terhadap PAD atau terdapat 

peningkatan sebesar 1,14% sejak dikelola atau dilimpahkan ke BP2RD 

1. Dana perimbangan 

Dana transfer merupakan sumber penghasilan terbesar pemerintah 

kabupaten nunukan dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa lebih dari 

separuh total APBD kabupaten Nunukan di topang oleh dana transfer. 

Namun terjadi penurunan signiflkan perolehan dana transfer sejak tahun 

2015. 

Wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa : 

"Penurunan perolehan dana transfer disebabkan karena dana bagi hasil 
pajak dan bukan pajak yang menurun meskipun komponen dana 
transfer yang lain mengalami peningkatan seperti dana alokasi umum 
(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), karena dana transfer dari 
sektor pajak dan bukan pajak sangat besar ni1ainya dan kontribusinya 
terhadap keseluruhan dana transfer bahkan keseluruhan APBD kita 
(kabupaten Nunukan)" 

Wawancara dengan informan 2 mengatakan bahwa: 

"Teijadinya penurunan dana bagi hasil atau dana perimbangan 
disebabkan karena dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak 
mengalami penurunan drastis hamper setengan dari dana transfer 
tahun 2014 menurun di tahun 2015, tapi dana bagi hasil dari sektor 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
cenderung stabil bahkan meningkat" 

Hal yang sama di katakana oleh informan 3 bahwa ' 

"Dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak yang menurun yang 
mengakibatkan penurunan dana transfer atau dana bagi hasil secara 
signiflkan karena dari sektor tersebut yang paling banyak memberikan 
kontribusi terhadap dana perimbangan atau dana transfer secara 
keseluruhan" 

Dari informan tersbut diatas diperoleh informasi bahwa penurunan 

dana perimbangan sejak tahun 2015 disebabkan karena penurunan dana 
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transfer yang besumber dari pajak dan bukan pajak, sementara sektor dana 

transfer yang lain seperti Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (OAK) cenderung stabil bahkan mengalami peningkatan, situasi 

dana perimbangan dapat dililiat pada grafik di bawall ini yang didapatkan 

dari observasi dilapangan : 

Grafik4.2 
Dana perimbangan Kabupaten Nunukan 

Tallun 2012 s.d 2016 

~-------------------------------------------

DANA PERIMBANGAN KAB. NUNUKAN 2012-
2016 

1.600.000.000.000 

1.372.158.441.59 
1.338.134.657.28 

1.400.000.000.000 

1.200.000.000.000 

1.000.000.000.000 

800.000.000.000 

600.000.000.000 

400.000.000.000 

200.000.000.000 

2012 2013 2014 2015" 2016 

• DANA PERIMBANGAN E1 Bagi hasil pajak/bukan pajak • DAU 1!;1 OAK 

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan 
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Graflk tersebut diatas menggambarkan bahwa dana bagi hasil pajak 

dan bukan p~ak berpengaruh besar atau mempunyai kontribusi besar 

terhadap total dana perimbangan kabupaten Nunukan dan mengalami 

penurunan yang signiflkan sejak tahun 2015. 

Untuk mengetahui sebab teJjadinya penurunan dana bagi hasil atau 

dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa informan. 

Hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa : 

"Penurunan dana bagi hasil atau dana transfer dari sektor pajak dan 
bukan pajak disebabkan karena dana bagi hasil dari pajak minyak 
bumi, mineral dan batu bara yang menurun" 

Wawancara dengan informan 2 mengatakan bahwa : 

"Dana transfer atau dana bagi hasil yang menurun karena dana yang 
ditransfer dari pusat dari sektor pajak dan bukan pajak yang juga 
menurun dan penurunan bagi hasil pajak yang sangat besar adalah dari 
pajak mineral dan batu bara" 

Wawancara dengan informan 3 mengatakan bahwa: 

"Dana transfer yang paling berpengaruh terhadap penerimaan dana 
perimbangan adalah dana dari p~ak mineral dan batu bara" 

Dari hasi1 wawancara dengan informan tersebut di atas, didapatkan 

informasi bahwa dana transfer pusat yang paling berpengaruh terhadap total 

jurnlah dana perimbangan atau dana transfer di kabupaten Nunukan adalah 

dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasi1 pajak mineral batu bara 

danminyak. 

Untuk mengetahui sebab dana bagi hasil dari pajak mineral batu bara 

dan minyak yang menurun, peneliti me1akukan wawancara dengan beberapa 

informan: 
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Wawancara dengan Informan 1, mengatakan bahwa: 

"Bagi hasil dari pajak mineral batu bara dan minyak yang menurun 
disebabkan karena banyak hal mulai dari situasi dan kondisi ekonomi 
global sampai dengan iklim investasi nasional dan local. Secara global 
terjadi penurunan ekspor batubara dan minyak khususnya yang 
bertujuan ke china dan terjadi penurunan harga batubara, dalam 
kondisi local disebabkan karena banyak perusahaan tambang batu 
bara di Kabupaten Nunukan yang ijin penambangannya sudah 
berakhir. Secara otomatis pajak dari sektor tersebut menurun". 

Wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa : 

"Penurunan dan bagi hasil pajak mineral dan batu bara disebabkan 
karena banyaknya Perusahaan batu bara yang tutup di Kabupaten 
Nunukan, selain itu terbentuknya Kalimantan Utara yang secara 
adminsitrasi berpisah dengan Kalimantan Timur turut mempengaruhi 
penerimaan bagi hasil mineral dan batu bara karena di Kalimantan 
Timur terdapat beberapa Kabupaten penghasil mineral batu bara yang 
besar seperti Kutai Kartanegara dan Samarinda. Dengan berpisalmya 
Kabupaten Nunukan dengan Kalimantan Timur secara otomatis dana 
bagi hasil antar Kabupaten di dalam suatu Provinsi tidak diterima lagi 
dari Kalimantan Timur". 

Wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa: 

"Yang menyebabkan terjadinya penurunan dana bagi hasil dari pajak 
mineral batu bara dan minyak adalah terjadi penurunan harga batu 
bara yang menyebabkan banyak perusahaan batu bara di Nunukan 
tidak beroperasi, selain itu perusahaan batu bara yang ada di 
Kabupaten Nunukan ijin penambangannya telah berakhir". 

Dari hasil wawancara tersebut diatas tergambar bahwa APBD 

Kabupaten Nunukan sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat atau 

Dana Perimbangan, namun sektor yang paling berpengaruh dalam 

penerimaan Dana Perimbangan adalah dana bagi hasil dari sektor pajak 

mineral batu bara dan minyak. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten 

Nunukan mempunyai potensi sumber daya a1am mineral dan batu bara yang 

ban yak. 
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Potensi swnber daya alam mineral batu bara tersebut mengakibatkan 

banyaknya perusahaan yang mengelola potensi tersebut di Kabupaten 

Nunukan. Namun dalam perkembangannya terjadi penurunan nilaijual hasil 

tambang dari sektor tersebut sekitar tahun 2015 dan 2016 secara global yang 

mempengaruhi harga jual mineral batu bara tersebut. 

Penurunan hasil penjualan mineral dan batu bara tersebut berpengaruh 

secara langsung terhadap penurunan bagi hasil pajak dari sektor tersebut 

yang menjadi dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat. 

Disamping faktor harga yang menurun, pada tahun 2015 banyak ijin 

operasi perusahaan tambang mineral dan batu bara yang masa berlakunya 

habis. Hal ini juga sangat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil pajak 

mineral dan batu bara karena perusahaan tersebut tidak dapat lagi 

melakukan produksi, sehingga secara otomatis tidak ada pajak yang 

dikenakan. 

Untuk mendapatkan ijin eksplorasi dan eksploitasi swnber-sumber 

mineral dan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama karena 

birokrasi mulai dari tingkat desa sampai tingkat menteri yang harus dilalui. 

Birokrasi yang panjang ini membuat potensi-potensi mineral dan batu bara 

yang ada di Kabupaten Nunukan belum tergarap secara optimal. Sementara 

perusahaan-perusahaan yang ijin penambangannya telah berakhir 

kebanyakan deposit mineral dan batu bara berdasarkan ijin yang dirniliki 

sudah menipis bahkan ada yang sudah habis. 

Selain hal tersebut diatas, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 

yang menyebabkan Kabupaten Nunukan berpisah dari Kalimantan Timur 

43241.pdf



68 

juga mempengaruhi penurunan dana bagi hasil dari sektor pajak mineral dan 

batu bara. Pada saat Kabupaten Nunukan masih berada di dalam wilayah 

administratif Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan menikmati dana bagi 

hasil pajak mineral dan batu bara dari Kabupaten lain yang merupakan 

Kabupaten penghasil mineral dan batu bara sesuai dengan porsi pembagian 

antar kabupaten dalam satu provinsi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sejak Kalimantan Utara terbentuk dan Kabupaten Nunukan masuk di 

dalam wilayah administrasi Kalimantan Utara maka secara otomatis dana 

bagi hasil antar kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Timur otomatis 

terhenti dan justru sebaliknya, yakni Kabupaten Nunukan justru menjadi 

kabupaten penghasil berdasarkan potensi mineral dan batu bara yang 

dimiliki dan membagi hasil pajak dari mineral dan batu bara tersebut ke 

kabupaten lain, seperti Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan 

Kota Tarakan. 

Dana Alokasi Umum 

Untuk mengetahui sumber pendapatan dari Dana Alokasi Umum 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait 

dengan pengelolaan Dana Alokasi Umum. 

Hasil wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa : 

"Dana alokasi umum di Kabupaten Nunukan cenderung stabil bahkan 
pada tahun 2016 mengalarui kenaikan yang signifikaii. Hal iui 
disebabkan karena terjadi updating data oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS)". 
Wawancara dengan infol'IlllUi dua mengatakan bahwa: 

"Melihat dari rea!isasi penerimaan sebenamya DAU kita (Kabupaten 
Nunukan) tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain 
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yang ada di Kalimantan Utara jika dilihat dari luas wilayah, jumlah 
penduduk dan letak geografis Kabupaten Nunukan. Adapun 
peruntukan dana alokasi umum yang dikelola oleh pemerintah daerah 
untuk membiayai belanja pegawai di Kabupaten Nunukan termasuk 
didalamnya belanja gaji dan tunjangan pegawai". 

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan 

bahwa: 

"Posisi Dana Alokasi Umum (DAU) kita (Kabupaten Nunukan) jika 
dilhat dari trend penerimaan cenderung stabil dan tidak terlalu banyak 
berfluktuasi hanya terjadi pada penerimaan tahun 2016 yang 
mengalarni kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan 
dana alokasi umum tahun 2015 dan tahun-tahun sebelunmya. 
Terjadinya kenaikan penerimaan dana alokasi umum di tahun 2016 
yang signifikan disebabkan karena telah dilakukan perubahan data 
oleh Badan Pusat Statistik. J adi sebenarnya salah satu cara untuk 
meningkatkan penerimaan dana alokasi umum adalah melakukan 
perbaikan data pada BPS sebagai lembaga resrni pemerintah yang 
menjadi rujukan pemerintah pusat dalarn melakukan pembagian dana 
alokasi umum". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, didapatkan informasi 

bahwa dana perimbangan dari sektor dana alokasi umum sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan diatas bahwa penerimaan dana alokasi umum 

di Kabupaten Nunukan cenderung stabil sejak tahun 2012 s.d tahun 2016. 

Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penerimaan dari dana alokasi umum 

yang meningkat secara signifikan. Peningkatan itu disebabkan karena 

perbaikan data-data tentang indicator-indikator terhadap Kabupaten 

Nunukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penetapan dana alokasi umum dilakukan berdasarkan indikator-

indikator luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan daerah dan lain 

sebagainya yang bersumber dari data resmi yang dikeluarkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. Selama kurun waktu 2012 s.d 

2015 ada kecenderungan tidak terjadi pembaharuan data sehingga acuan 
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pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana alokasi umum cenderung 

menggunakan data yang sama dari tahun ke tahun, sehingga jumlah 

penerimaan dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Nunukan 

cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang 

signifikan. Pembaharuan data pada tahun 2015 memberi pengaruh yang 

positif terhadap penerimaan jumlah dana alokasi umum yang didapatkan 

oleh Kabupaten Nunukan. Peningkatan tersebut terlihat dari perolehan dana 

alokasi umum tahun 2015 sebesar Rp. 282.437.662.000,- (dua ratus delapan 

puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enarn ratus enarn puluh 

dua ribu rupiah) menjadi Rp. 400.260.543.000,- (empat ratus milyar dua 

ratus enarn puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) di tahun 

2016. 

Secara umum penggunaan dana alokasi umum yang diterima o1eh 

Kabupaten Nunukan diaokasikan untuk membiayai belanja pegawai 

termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan pegawai daerah Kabupaten 

Nunukan. Pembiayaan belanja gaji dan tunjangan untuk pegawai daerah 

Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan fungsi desentralisasi dalam 

konteks otonomi daerah. Hal tersebut diperkuat dengan teori yang 

dikemukakan oleh Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah 

(2005:108) mengemukakan bahwa: 

"Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi". 
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Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dedi Supriady Bratakusuma 

dan Dadang Solihin, menjelaskan bahwa Dana yang berasal dari (APBN) 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuam keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 

desentralisasi. ( 2001 ;175 ). 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang berazaskan desentralisasi 

diwujudkan melalui dana alokasi umum untuk melakukan pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum (block 

grant). Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signiftkan 

sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber 

penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Keberadaan Dana Alokasi Umum bagi setiap daerah sangat berperan 

dalam menjaga keseimbangan fiscal daerah disebabkan karena kemampuan 

daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada 

kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki 

daerah seperti yang tetjadi di Kabupaten Nunukan. 

Dana Alokasi Khusus 

Untuk mengetahui sejauh penerimaan dari Dana Perimbangan melalui 

dana alokasi khusus, peneliti me!akukan wawancara dengan informan 

pengelola dana alokasi khusus di Kabupaten Nunukan. 

Hasil wawancara dengan informan satu yang mengatakan bahwa : 

"Penerimaan dana alokasi khusus didapatkan berdasarkan usulan dari 
pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Adapun 
jumlah dana alokasi khusus yang diberikan ke daerah tergantung pada 
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jumlah anggaran dalam kegiatan yang dianggap relevan atau sesuai dengan 
perencanaan nasional". 

Hasil wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa : 

"Dana alokasi khusus diperoleh melalui usulan Satuan Ke!ja 
Perangkat Daerah (SKPD) teknis melalui Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) untuk mencapai prioritas pembangnan nasional yang 
menjadi kewenangan daerah". 

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan 
bahwa: 

"proses pengusulan dana alokasi khusus melalui Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Pada tingkat nasional kemeterian terkait melakukan 
evaluasi terhadap usulan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana 
alokasi khusus. Kemudian kegiatan-kegiatan prioritas nasional akan 
disesuaikan dengan usulan kegiatan dari daerah yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus karena pembiayaan kegiatan dari dana alokasi khusus 
bersifat specific grant ". 

Dari basil wawancara tersebut diatas, didapatkan informasi bahwa 

penerimaan dana alokasi khusus yang didapatkan oleh daerah berdasarkan 

jumlah pendanaan dari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas 

pembangunan nasional. DAK atau specific purpose grant adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan 

untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan 

merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan 

perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah 

ditetapkan dalam pemerintah pusat. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan 
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dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik 

pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk 

pengadaan sarana fisik penunjang. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah ( 2005:107) " Dana 

Alokasi Khusus ( DAK. ) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional ". 

Pada tahun 2016 teijadi kenaikan penerimaan dana alokasi khusus 

yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui 

sebab kenaikan dana alokasi khusus tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan informan terkait. 

Hasil wawancara dengan informan satu, mengatakan bahwa : 

"Memang di tahun 2016 teijadi kenaikan penerimaan dana alokasi 
khusus di Kabupaten Nunukan disebabkan arah kebijakan pemerintah pusat 
yang ingin membangun dari pinggir atau perbatasan, selain itu program
program kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari dana alokasi khusus 
dianggap sesuai dengan prioritas pembangunan nasional". 

Sementara hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan 
bahwa: 

"Program-program kegiatan yang diusulkan oleh SKPD tekhnis 
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianggap sesuai dengan 
prioritas pembangunan nasional, selain itu Kabupaten Nunukan yang 
berbatasan Jangsung dengan Negara tetangga Malaysia mempunyai nilai 
juallebih untuk dilirik oleh pemerintah pusat ". 

Hasil wawancara dengan informan ketiga, mengatakan bahwa : 

"Di tahun 2016 mengalami peningkatan penerimaan dana alokasi 
khusus karena arah kebijakan pemerintah pusat yang ingin membangun dari 
pinggir memberi peluang yang besar terhada Kabupaten Nunukan untuk 
melakukan usulan program kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan 
nasional". 
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Dari hasil wawancara tersebut diatas diperoleh informasi bahwa 

kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang didapatkan oleh 

Kabupaten Nunukan dari sekian Rp. 75.891.024.000 (tujuh puluh lima 

milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta dua puluh empat nbu rupiah) 

tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 154.144.265.063 (seratus 

lima puluh empat rnilyar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam 

puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) disebabkan karena letak Kabupaten 

Nunukan yang berada di perbatasan dan berkategori 3 T (Tertinggal, 

Terpencil dan Terluar) memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan 

penerimaan dana alokasi khusus untuk membiayai program kegiatan yang 

diusulkan oleh Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pemerintah 

Daerah (BAPPEDA). 

Status Kabupaten Nunukan yang tergolong dalam daerah 3 T 

(Tepencil, Terluar dan Tertinggal) berpeluang besar untuk memenuhi 

kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan dana alokasi 

khusus. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi 

khusus. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara 

antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, 

ekonorni, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan 

berdasarkan k:riteria umum, kriteria khusus, dan kriteria tekuis. Kriteria 

umum berarti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam 

APBD. Kriteria khusus berarti memerhatikan peraturan perundang-
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undangan dan karakteristik daeraho Kriteria teknis merupakan kriteria yang 

ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen tekniso Daerah 

penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 

10% dari alokasi DAKo Dana Pendamping harus dianggarkan dalam APBD, 

namun bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan dana pendampingo 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Untuk mengetahui sejauh penerirnaan dari lain-lain pendapatan yang 

sah, peneliti melakukan wawancara dengan informan pengelola dana alokasi 

khusus di Kabupaten Nunukano 

Hasil wawancara dengan informan satu, mengatakan bahwa : 

"Penerirnaan pendapatan lain-lain yang sah diperoleh dalam bentuk 

Pendapatan ini merupakan penerirnaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daeraho penerimaan daerah meliputi objek pendapatan 

yang berupa hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkanjasa giro, 

pendapatan bunga, penerirnaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, 

penerirnaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah dan masih banyak lagi 

j enisnya" 0 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yang mengatakan 

bahwa: 

"lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana hibah dan dana 
darurat yang dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah" 0 
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Sementara hasil wawancara dengan informan tiga mengatakan bahwa : 

"penerimaan daerah dalam bentuk dana hibah atau dana darurat yang 
dikelola oleh pemerintah daerah merupakan penerimaan yang bersumber 
dari lain-lain pendapatan yang sah". 

Lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola oleh pemerintah daerah 

merupakan jenis penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik 

pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan 

penerimaan daerah meliputi objek pendapatan yang berupa hasil penjualan 

asset daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan 

atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan kornisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan sebagainya yang termasuk 

dalam penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. 

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat, 

hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara, 

badan/lembaga pemerintah maupun perseorangan baik dalam bentuk devisa, 

rupiah, barang/ jasa termasuk tenaga: ahli dan pelatihan yang tidak perlu 

dibayar kembali, sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada · 

daerah yang mengalarni bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau 

krisis solvabilitas. 
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2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan. 

Efektivitas pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka meningkatkan 

daya saing daerah dapat diukur dari : 

a. Tujuan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan. 

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa: 

"Pengelolaan pendapatan daerah sudah sesuai dengan tujuan 
untuk meningkatkan daya saing daerah, hal ini tergambar dalam 
Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah (APBD) yang disusun 
setiap tahun sebagai landasan hokum untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan yang didasarkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah 
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 
(RPJMD) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Keija 
(Renja) dengan semboyan GERBANG EMAS (Gerakan 
Pembangunan Ekonomi, Mandiri, Aman dan Sejahtera) oleh 
Pemerintah Kabupaten Nunukan periode 2011-2016. APBD 
merupakan alat ukur untuk menilai apakah pengelolaan keuangan 
sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui pelaksanaan 
program dan kegiatan" 

Sementara hasil wawancara dengan informan dua, mengatakan bahwa: 

"Y a, sudah sesuai penganggaran keuangan daerah sudah 
diarahkan pada pencapaian setiap Misi yang tertuang dalam dalam 
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), tapi porsi alokasi penganggaran untuk setiap misi tidak 
jelas" 

Hasil wawancara dengan informan ketiga, yang mengatakan bahwa : 

"pada dasarnya tujuan pendapatan daerah sudah disesuaikan dengan 
perencanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD, 
sehingga arah pembangunan Kabupaten Nunukan sudah sejalan 
dengan penjabaran visi dan misi termasuk visi meningkatkan daya 
saing daerah tersebut". 

Pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan tujuan untuk 

meningkatkan daya saing daerah, hal tersebut tergambar dari pengalokasian 

anggaran pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya (2011-2016) 
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mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) sebagai dokumen induk pembangunan daerah, akan tetapi 

pengalokasian Anggaran yang lebih khusus berdasarkan jumlah anggaran 

untuk masing-masing Misi tidak ditentukan hanya melakukan 

pengalokasian anggaran berdasarkan program yang ada dalam dokumen 

RPJMD. 

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas didapatkan 

informasi bahwa pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Kabupaten Nunukan sudah searah dengan tujuan yang dicanangkan di 

dalam Dokumen Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 Kabupaten 

Nunukan. 

Peningkatan daya saing daerah sebagai salah satu misi pemerintah 

Kabupaten Nunukan sudah mendapatkan porsi anggaran melalui program

program kegiatan yang termasuk di dalam pencapaian tujuan misi tersebut. 

Meskipun alokasi anggaran untuk meningkatkan daya saing daerah melalui 

investasi, pendanaannya tidak teralokasi secara pasti dari tahun ke tahun. 

Akan tetapi program-program kegiatan tersebut tetap beijalan sesuai dengan 

kemampuan anggaran daerah yang tersedia. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat sebagaimana dikemukakan 

Siagian yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dirnaksudkan 

supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. 
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Pendapat diatas juga diperkuat oleh Supriyono yang mengenukakan 

bahwa efektivitas merupakan hubungan anatara keluaran suatu pusat 

tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar 

kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian 

sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan 

kurang menjadi perhatian utarna. Apabila efisiensi dikaitkan dengan 

efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 

efisiensi meningkat. 

b. Strategi Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan. 

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa: 

"Strategi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan 
adalah dengan mengalokasikan anggaran berdasarkan program dan 
kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD dengan pnns1p 
penyelenggaraan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat" 

Hasil wawancara dengan infonuan dua, mengatakan baliwa: 

"Strategi pengelolaan anggaran dilakukan dengan penguatan 
sumber daya aparatur melalui tugas belajar, pendidikan dan latihan". 

Sementara hasil wawancara dengan infonuan tiga mengatakan 
bahwa: 

"Dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan program 
kegiatan yang sudah tertuang di dalam RPJMD, merupakan bagian 
dari strategi pemerintali daerah dalam pencapaian tujuan sesuai 
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dengan visi pemerintah daerah melalui misi-misi yang sudah 
ditetapkan, terrnasuk di dalamnya meningkatkan daya saing daerah". 

Dari basil wawancara dengan informan tersebut dbiatas didapatkan 

informasi bahwa strategi pengelolaan keuagan daerah dilakukan dengan 

pengalokasian anggaran berdasarkan program-program dan kegiatan yang 

sudah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Nunukan. 

Strategi pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonornis, transparan, 

dan bertanggungjawab serta dilakukan dengan penguatan sumber daya 

aparatur pengelola keuangan melalui tugas belajar dan pendidikan dan 

latiban ( diklat). 

Strategi pencapaian tujuan yang efektif dapat diartikan sebagai 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana sumber daya anggaran 

yang dikeluarakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mewujudkan 

tujuan yang ingin dicapai melalili program dan kegiatan yang sudah 

terencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap organisasi 

perangkat daerah pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan 

dan kemajuan yang dicapiri oleh pemerintahan itu sendiri, ciri yang baik 

dalam suatu pemerintahan, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan 
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pemerintah daerah yang relatif seperti tercapainya suatu tujuan 

pemerintahan daerah melalui program kegiatan yang dinilai efektif apabila 

output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. 

c. Regulasi pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan. 

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa: 

"Dukungan regulasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten 
Nunukansaat ini belum sepenuhnya mendukung, hal ini tergambar 
dari adanya peraturan pengelolaan keuangan daerah yang belum 
selaras antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain yang 
disusun oleh pemerintah pusat, kondisi tersebut akan menyulitkan 
pemerintah daerah dalam menyusun pedoman pengelolaan keuangan 
dan pengelolaannya, sebagai contoh PP No. 58 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan keuangan daerah dan permendagri 13 tahun 2006 tentag 
pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya yang 
menganut basis kas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan PP 
No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah 
yang menganut prinsip akrual dalam pengelolaan keuangan daerah" 

Hasil wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa : 

"Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu : 
1. UU No. 7 Tahun 2015 Tentang Keuangan Negara; 
2. PP No 58 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah; 
3. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan 

Keuangan daerah; 
4. PP No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 
5. Peraturan daerah No 4 tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

pengelolaan Keuangan daerah". 

Sementara informan ketiga, mengatakan bahwa : 

"Pada dasarnya regulasi tentang pengelolaan keuangan sudah 
ada, akan tetapi beberapa peraturan masih membutuhkan 
harmonisasi antara peraturan pemerintah pu8at dengan 
pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya menyulitkan 
pemerintah daerah untuk menyusun pedoman pengelolaan 
keuangannya". 

Dari wawancara dengan Informan tersebut diatas, didapatkan 

Informasi bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
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Nunukan telah didukung oleh regulasi, baik regulasi pada tingkat pusat 

maupun pada tingkat daerah. Akan tetapi regulasi tersebut tidak sepenuhnya 

saling mendukung contohnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah dan permendagri 13 tahun 2006 tentag pedoman 

pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya yang menganut basis 

kas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan PP No 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang menganut prinsip 

akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi teljadi 

dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, 

akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa Jainnya pada saat kas atau setara kas di terima atau 

dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. 

Dalam metode basis kas, pendapatan diakui ketika kas 

diterimasedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Artinya, entitas 

pengelola keuangan negara mencatat beban di dalam transaksi jumal entry 

ketika kas di keluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas 

masuk atau diterima. Basis kas juga mendasarkan konsepnya pada dua 

pilar:pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya Pada pengakuan 

pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada basis kas adalah pada saat 

entetitas menerirna pembayaran secara kas (cash). Dalam konsep basis kas 

menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk 

menagih. Makanya dalam basis kas kemudian muncul adanya metode 
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penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adaya estimasi 

piutang tak tertagih. 

Pada pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan 

pembayaran secara kas sehingga pada saat sudah diterima pembayaran maka 

biaya sudah diakui pada saat itu juga. 

Sementara Basis akrual pada dasarnya adalah suatu rnetode 

akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika 

transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari 

pengarub waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal 

yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, Karena 

transaksi tersebut memiliki irnplikasi uang masuk atan keluar di masa 

depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, Walaupun uang belum benar

benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran 

aset, Kewajiban dan ekuitas dana. 

Basis akrual juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar. 

Pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, 

Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat entitas mempunyai hak 

melakukan penagihan dari hasil kegiatanya. Dalam konsep basis akrual 

menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. 

Makanya, dalam basis akrua1 kemudian muncul adanya estimasi piutang tak 

tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. 

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 

informasi kepada pemakai tidak banya transaksi masa lalu yang melibatkan 

penerimaan dan pembayaran kas. Tapijuga kewajiban pembayaran kas di 
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masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan 

diterima dimasa depan. Oleh karena itu, Laporan keuangan menyediakan 

jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling 

berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Perbedaan basis kas dan basis akrual tersebut berimplikasi terhadap 

realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut 

mengakibatkan teijadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

lain-lain penerimaan yang sah. Pada saat pengelolaan keuangan masih 

berbasis kas penerimaan dana transfer dari pusat langsung dimasukkan 

kedalam kas daerah. Apabila kegiatan yang didanai dari dana perimbangan 

tersebut belum terealisasi, maka dana transfer tersebut dapat di deposito 

sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di 

Kabupaten Nunukan. 

Setelah pengelolaan keuangan daerah dialihkan menjadi pengelolaan 

yang berbasis akrual, dana perimbangan dari pusat sudah tidak dapat di 

depositokan lagi yang secara otomatis mengurangi potensi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. 

d. Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan. 

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa: 

"Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah tidak terlepas dari 
perencanaan program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD yang 
dijabarkan oleh perangkat daerah dalam Renstra dan Renja, sehingga 
pengalokasian anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan tidak 
terlepas dari dokumen perencanaan dalam arti tidak ada kegiatan yang 
didanai dari APBD kalau tidak ada di dalam dokumen perencanaan 
perangkat daerah kecuali yang bersifat forsmajurelkeadaan darurat." 
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Wawancara dengan informan kedua, mengatakan bahwa : 

"Secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan daerah 

sudah sesuai dengan urutan-urutan dokumen perencanaan dan tahapan 

yang sudah ditentukan oleb peraturan perundang-undangan." 

Sementara basil wawancara dengan informan ketiga mengatakan 

bahwa: 

"Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semua bentuk program 
dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik 
RPJMD, RENSTRA dan RENJA sudah sesuai dengan pengusulan 
dari perangkat daerah". 

Dari basil wawancara dengan informan tersebut diatas diperoleb 

informasi bahwa. Perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan 

di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitaii 

dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam mencapai 

tingkat kehidupan yang lebih baik, Pemerintah barus menyelenggarakan 

pembangunan yang mendapat dukungan dan bantuan sepenulmya dari 

seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan secara sadar dan 

penuh rasa tanggung jawab serta terintegrasi. 

Perencanaan pembangunan menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari 

sistem pemerintahan dan pembangunan di negara manapun. Perencanaan 

pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang dapat mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat baik yang bersifat komprebensif maupun 

yang bersifat parsial. Pentingnya perencanaan pembangunan daerah 

berangkat dari kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu 

mewujudkan seluruh keinginan pemerintah dan masyarakat dalam 
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menciptakan kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, 

pemerataan pembangunan, penyediaan prasarana dan sarana sosial, 

pengendalian dan stabilitas. 

Faktor lain yang mendorong pentingnya perencanaan pembangunan 

daerah adalah adanya tuntutan kebutuhan untuk mempercepat l~u 

perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan pembangunan nasional 

dapat dipadukan dengan tujuan dan kondisi spesifik daerah. Aspirasi 

masyarakat dari bawah ditampung dan diakomodasikan. 

Kesemuanya itu dapat mempertinggi efisiensi, efektivitas, 

produktivitas serta kemandirian yang dapat mewujudkan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Bertitiktolak dari hal tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sangat 

urgen dan menempati posisi yang strategis dalarn rangka pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

e. Pembiayaan Program yang mendukung peningkatan Pendapatan 

Daerah Kabnpaten Nunnkan 

Wawancara dengan inforrnan satu yang mengatakan bahwa: 

"Dari setiap misi pemerintah daerah akan diterjemahkan ke 
dalarn beberapa program dan kegiatan untuk mewujudkan atau 
merealisasikan setiap misi tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa 
semua program dan kegiatan yang di danai oleh APBD dan 
dilaksanakan o!eh perangkat daerah adalah dararn rangka 
melaksanakan misi pemerintah daerah" 

Hasil wawancara dengan inforrnan dua mengatakan bahwa : 
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"Y a, secara umum semua program dan kegiatan di danai untuk 
melaksanakan misi kabupaten Nunukan ,akan tetapi tidak ada platform 
yang jelas tentang jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap 
kegiatan dan program berdasarkan misi yang ada banya melakukan 
pengalokasian anggaran berdsarkan program dan kegiatan yang ada" 

Sementara basil wawancara dengan informan tiga, mengatakan 

bahwa: 

"Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang direncanakan 

sudah diarahkan sesuai dengan pelaksanaan misi Kabupaten Nunukan 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing". 

Dari basil wawancara tersebut diatas didapatkan Informasi bahwa 

pembiayaan program yang mendukung peningkatan daya saing daerah 

sudah berjalan berdasarkan program kegiatan perangkat daerah yang 

diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Nunukan melalui rmst 

penigkatan daya saing daerah. 

Selain itu pembiayaan dibagi menjadi empat, yaitu pembiayaan 

aparatur daerah, pembiayaan pelayanan publik, pembiayaan bagi basil dan 

bantuan keuangan, juga pembiayaan tidak terduga. Dalam pembiayaan 

aparatur daerah dijabarkan menjadi tiga bagian, yaitu pembiayaan 

administrsasi urn urn, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, serta 

pembiayaan modal/pembangunan. pembiayaan pelayanan publik 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu, pembiayaan administrsai urn urn, 

pembiayaan operasi dan pemeliharaan, juga pembiayaan modal. 

Pembiayaan telah dikelompokkan berdasarkan sumbemya, yaitu terdapat 

sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan 
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merupakan sumber sisa lebih dari anggaran tahun sebelumnya, penerimaan 

pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, juga 

terdapat transfer dari cadangan. Sumber pembiayaan yang berupa 

pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran hutang pokok yang telah jatuh 

tempo, penyertaan modal, transfer ke dalam dana cadangan, dan sisa 

anggaran tahun yang sedang berlangsung. 

f. Dukungan Sarana dan prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nunukan 

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa: 

"Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang ada 
pada saat ini sudah sudah cukup memadai yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada 
setiap pihak yang berkepentingan dengan prinsip transparan dan 
akuntabel sehingga dengan terlaksananya pengelolaan keuangan 
daerah yang baik akan membawa dampak terhadap peningkatan daya 
saing daerah" 

Hasil wawancara kedua mengatakan bahwa : 

"Ya, secara umum sarana dan prasarana pengelolaan keuangan 

daerah sudah terpenuhi" 

Sementara informan ketiga juga mengatakan bahwa : 

"Pada dasarnya sarana dan prasarana pengelolaan keuangan 

sudah terbilang baik dengan adanya system yang mendukung 

pengelolaan keuangan daerah". 

Dari hasil wawancara terhadap Informan tersebut diatas diperoleh 

Informasi bahwa sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang 

dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di 
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dalamnya adalah fasilitas pegelolaan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. 

Akan tetapi yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen 

dari sarana prasarana itu sendiri. Proses pengelolaan tersebut dapat 

berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan."Bagi sebuah 

organisasi,manajemen merupakan kunci sukses, karena sangat menentukan 

kelancaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Karena proses 

pengelolaan sarana prasarana sangat penting dan berpengaruh, maka 

memaharni tentang konsep dasar pengelolaan sarana prasarana dengan baik 

akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam 

merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana prasarana yang ada 

sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dalam 

pencapaian daya saing di Kabupaten Nunukan. 

Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Arikunto yang 

mengatakan bahwa "Bagi sebuah organisasi,manajemen merupakan kunci 

sukses, karena sangat menentukan kelancaran kinerja organisasi yang 

bersangkutan". 

g. Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 

Wawancara dengan informan satu yang mengatakan bahwa: 

"Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah 
dirancang sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang
undangan dimana ada pengawasan intern pemerintah daerah dalam hal 
ini Inspektorat yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan 
sehingga secara rutin Inspektorat akan melakukan pembinaan melalui 
sosialisasi atau pelatihan dan pengawasan melalui audit pengelolaan 
keuangan perangkat daerah, serta pengawasan ekstemal dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang juga secara rutin melakukan 
audit pengelolaan keuangan daerah melalui laporan Keuangan 
Pemerintah daerah (LKPD) serta pemeriksaan Kinerja terkait dengan 
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kesesuaian antara perencanaan dengan program dan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh daerah" 

Hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa : 

"Ada 2 (dua) bentuk pengawasan Pengelolaan keuangan daerah 
yaitu internal dan ekstemal, secara internal disebut dengan APIP yang 
dilaksanakan oleh Inspektorat yang melaksanakan melalui reviu 
laporan keunagan setiap semester, dan secara eksternal dilaksanakan 
oleh BPK dan BPKP yang melaksanakan pemeriksaan rutin sekali 
dalam 1 (satu) tahun, kecuali jika ada hal-hal yang sifatnya khusus 
maka BPK melakukan pemeriksaan diluar jadwal yang sudah biasa 
dilakukan secara rutin". 

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan 
bahwa: 

" Sistem pengawasan pengelolan keuangan daerah sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua bentuk pengawasan 
secara internal disebut APIP yang dilaksanakan oleh lnspektorat dan 
ekstemal melalui review laporan keuangan setiap semester oleh BPK 
dan BPKP yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun". 

Dari hasil wawancara terhadap Informan tersebut diatas diperoleh 

Informasi bahwa Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan 

targetdengan realisasi setiap program I kegiatan I 

proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, 

fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen 

bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 

teijadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu 

dipertahankan dan jika mungkin perlu ditingkatkan dalam perwujudan 

manajemen I administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau 

unit keija tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan 

menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan, maupun 

pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini 
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mungkin agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan 

perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi 

lebih buruk dan sulit diperbaiki 

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga 

eksternal merupakan dua badan yang yang berbeda, namun kedua-duanya 

juga ikut dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas 

internal atau juga Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena 

jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau 

Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh lnspektorat Provinsi 

Kabupaten/kota 

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program 

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dearah dibidang 

pengawasan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara struktural berada 

diluar pemerintahan yaitu dilakukan oleh badan independen yaitu 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang republik 

Indonesia no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adapun 

lingkup pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang memuat semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 
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Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu terdiri atas tiga pemeriksaan 

yaitu: 

1. pemeriksaan keuangan yaitu pengawasan atas laporan keuangan, 

2. pengawasan kinelja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara 

yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta 

3. pemeriksaan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
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Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

pajak, masih terdapat beberapa pajak daerah yang belum berkontribusi 

signifikan terhadap PAD seperti Pajak sarang burung wallet, Plljak Parkir, 

dan pajak air tanab, sementara jenis pajak tersebut sudab di dukung oleh 

aturan (regulasi). 

Tidak terealisasinya pajak-pajak yang seharusnya berkontribusi 

terhadap PAD disebabkan karena kurangnya sumber daya di lingkungan 

badan Pengelola Pajak dan retribsi daerab untuk melakukan pemungutan 

pajak. 

Potensi sumber daya alam mineral batu bara tersebut mengakibatkan 

banyaknya perusahaan yang mengelola potensi tersebut di Kabupaten 

Nunukan. Namun dalam perkembangannya terjadi penurunan nilaijual hasil 

tambang dari sektor tersebut sekitar tabun 2015 dan 2016 secara global yang 

mempengaruhi hargajual mineral batu bara tersebut. 

Penurunan hasil penjualan mineral dan batu bara tersebut berpengaruh 

secara langsung terhadap penurunan bagi hasil pajak dari sektor tersebut 

yang menjadi dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat. 

Disamping faktor harga yang menurun, pada tabun 2015 banyak ijin 

operasi perusabaan tambang mineral dan batu bara yang masa berlakunya 

habis. Hal ini juga sangat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil pajak 
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mineral dan batu bara karena perusahaan tersebut tidak dapat lagi 

melakukan produksi, sehingga secara otomatis tidak ada pajak yang 

dikenakan. 

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah dan dana 

darurat, hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah 

Negara, badan/lembaga pemerintah maupun perseorangan baik dalam 

bentuk devisa, rupiah, barang/ jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang 

tidak perlu dibayar kembali, sedangkan dana darurat adalah dana yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa 

luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. 

2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan 

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 

Nunukan sudah searah dengan tujuan yang dicanangkan di dalam Dokumen 

Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 Kabupaten Nunukan. 

Peningkatan daya saing daerah sebagai salah satu misi pemerintah 

Kabupaten Nunukan sudah mendapatkan porsi anggaran melalui program

program kegiatan yang termasuk di dalam pencapaian tujuan misi tersebut. 

Meskipun alokasi anggaran untuk meningkatkan daya saing daerah melalui 

investasi, pendanaannya tidak teralokasi secara pasti dari tahun ke tahun. 

Akan tetapi program-program kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan 

kemampuan anggaran daerah yang tersedia 
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Strategi pencapamn tuj uan yang efektif dapat diartikan sebagai 

pengukuran dalarn arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelurnnya merupakan sebuah pengukuran dimana sumber daya anggaran 

yang dikeluarakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mewujudkan 

tujuan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang sudah 

terencana dalarn dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan telah didukung 

oleh regulasi, baik regulasi pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 

Akan tetapi regulasi tersebut tidak sepenuhnya saling mendukung 

contohnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan 

permendagri 13 tahun 2006 tentag pedoman pengelolaan keuangan daerah 

beserta perubahannya yang menganut basis kas dalarn pengelolaan 

keuangan daerah dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Daerah yang menganut prinsip akrual dalarn pengelolaan 

keuangan daerah. 

Perencanaan merupakan tindakan pengarnbilan keputusan di depan, 

mengenai apa, bagaimana, bilarnana dan siapa yang berkaitan dengan 

sesuatu kegiatan dalarn mencapai tujuannya. Dalarn mencapai tingkat 

kehidupan yang lebih baik. 

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan targetdengan 

realisasi setiap program/kegiatan/ 

proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, 
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fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaannya. 

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat 

menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di dalamnya 

adalah fasilitas pegelolaan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. Akan 

tetapi yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari 

sarana prasarana i tu sendiri 

B. SARAN 

1. Praktis. 

a. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah 

khususnya pada sektor pajak dengan melakukan intesifikasi dan 

ekstensifikasi paj ak 

b. Melakukan perbaikan data untuk mendukung dana bagi hasil 

yang optimal. 
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